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SETELAH melalui proses law enforcement yang berlangsung alot dan
secara sosial-politik menarik perhatian dunia usaha dan masyarakat
Lampung, terhitung mulai Selasa (24-3), Bank Indonesia akhirnya
mencabut izin usaha PT BPR Tripanca Setiadana. Apakah dengan
demikian semuanya sudah berakhir?

Tentu saja belum karena proses penyelesaian kasus suatu bank
memerlukan waktu relatif lama dan proses yang sangat prosedural.
Selain itu, sebagai suatu kasus, pencabutan izin usaha Tripanca oleh
Bl (dan ditindaklanjuti LPS) pasti mengundang berbagai pendapat
dan reaksi berbagai kalangan, baik nasabah, pihak-pihak yang
terafiliasi dengan Tripanca, maupun kalangan yang mengerti bisnis
perbankan maupun yang tidak.

Kalau sudah begitu, keragaman pendapatan dan reaksi tersebut
diperkirakan sulit dipertemukan dan dapat mengganggu upaya
penyehatan sektor perbankan dan keuangan di daerah sebagai suatu
syarat kehausan bagi pelaksanaan pembangunan secara
berkelanjutan.

Untuk meminimalkan reaksi dan perbedaan pendapat yang sulit
dipertemukan, perlu adanya penyamaan "pemahaman” atas bisnis
perbankan (kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya) dan tentu saja risikonya.

Bisnis Perbankan

Menurut UU 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar pada prinsip
syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
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Usaha BPR seperti Tripanca menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan
atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

Perbankan merupakan suatu bisnis yang menurut Undang-Undang
Perbankan, harus dijalankan dengan mematuhi prinsip kepercayaan,
keterbukaan, dan kehati-hatian. Kepercayaan diperlukan karena
manajemen dalam menjalankan bisnis perbankan menjalankan
fungsi intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak-pihak
yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang
memerlukan dana. Karena adanya kepercayaan maka diperlukan
keterbukaan sebagai wujud pertanggungjawaban.

Prinsip kepercayaan dan keterbukaan yang melekat pada bisnis
perbankan harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian menjalankan
kebijakan dan teknis perbankan.

Resultan dari tiga prinsip tersebut secara praktis akan selalu
menghadapkan pihak terafiliasi dan terutama manajemen bank pada
trade off antara pelayanan bank dalam arti luas di satu pihak dan
risiko di pihak lain, baik dalam penghimpunan dana masyarakat
dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu maupun dalam
pemberian kredit.

Sebagai contoh, jika bank ingin lebih banyak memberikan kredit,
persyaratan dan prosedurnya harus dipermudah atau dilonggarkan,
misalnya dalam hal jaminan dan persyaratan dokumentasi. Karena
diperlonggar, dapat dipastikan potensi risikonya akan membesar.

Sebaliknya; jika ingin aman, prosedur dan persyaratannya harus
diperketat, misalnya dengan bersikap collateral minded, di mana
kredit yang diberikan harus didukung sejumlah jaminan berupa
aktiva tetap yang nilainya harus lebih besar dari kredit.

Karena trade off mustahil dihindari, upaya optimal yang dilakukan
manajemen bank adalah mengupayakan suatu kombinasi yang
optimal antara pelayanan dan risiko. Persoalannya tentu saja
bagaimana manajemen bank mengupayakan agar kombinasi optimal
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tersebut dapat terwujud. Pada tahap ini, dapat dikatakan sudah
memasuki wilayah kiat dan wisdom yang terbentuk melalui
keteguhan untuk berpegang pada tradisi, kehormatan, dan identitas.

Tradisi dalam konteks ini diinterpretasikan sebagai suatu upaya
fundamental para bankir memegang teguh prinsip bisnis yang bersih
dan sesuai dengan tatanan peraturan yang berlaku dan sudah
diyakini kebenarannya. Kehormatan diartikan sebagai sikap yang
selalu menjaga integritas, kredibilitas, dan kejujuran melaksanakan
pekerjaan. Sedangkan identitas dapat diibaratkan sebagai suatu
merek dagang yang dapat dipercaya oleh mitra bisnis.

Dengan berpedoman pada tradisi, kehormatan, dan identitas inilah,
trade off antara pelayanan dan risiko yang selalu dihadapi
manajemen bank selalu dapat dikelola dalam batas-batas yang dapat
dikendalikan. Paling tidak, apabila potensi risiko berubah menjadi
risiko nyata, konsekuensinya masih dapat dipertanggungjawabkan,
baik oleh manajemen internal maupun oleh pihak terafiliasi atau
para pemangku kepentingan.

Perihal lain yang perlu dipahami tentang bisnis perbankan sebagai
lembaga kepercayaan adalah keterikatannya untuk menjaga
kerahasiaan bank yang dilindungi UU. Adanya ketentuan
kepercayaan, keterbukaan, dan kehati-hatian di satu pihak dan
kerahasiaan di pihak lainnya membuat kasus perbankan tidak
mudah diselesaikan. Tidak berarti kasus-kasus perbankan akan
bebas dari berbagai tuntutan.

Hanya saja penuntasan penyelesaian kasus perbankan, dalam hal ini
Tripanca, selain memerlukan pendekatan spesifik juga memerlukan
"persepsi” dan "pemahaman" yang sama.

"Persepsi" dan "Pemahaman”

Untuk keperluan penuntasan penyelesaian kasus Tripanca, mutlak
diperlukan "persepsi” dan "pemahaman" yang sama. Menurut
terminologi perbankan, keduanya harus dapat dibedakan.

Sepanjang komitmen kredit masih belum jatuh tempo, misalnya,
dapat dikatakan semua risiko masih potensial. Tidak adil jika
disimpulkan bank bersangkutan akan merugikan masyarakat,
apalagi mengganggu perekonomian daerah; karena untuk menutupi
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potensi risiko, bank biasanya telah menyiapkan sejumlah cadangan
dan jaminan.

Selain itu, dalam analisis kreditnya semua bank selalu menggunakan
dua pendekatan yang disebut FWO (first way out) yang berorientasi
pada kelayakan usaha dan cash flow sebagai rujukan dan SWO
(second way out) yang menekankan sikap collateral minded karena
menjadikan jaminan fisik sebagai sumber segalanya untuk
pengembalian kredit.

Bagaimana agar "persepsi’ dan "pemahaman” semua pihak sama?
Dalam konteks ini, ketidakberesan yang menyebabkan kecelakaan
yang terjadi pada pesawat terbang dapat dijadikan contoh.

Dalam kasus kecelakaan pesawat terbang, pertanyaan yang hampir
selalu muncul, apakah kecelakaan itu kesalahan pilot (human error)
atau mesin? Apabila pada waktu hendak take off sudah ada informasi
bahwa cuaca dalam keadaan buruk namun pilot tetap memutuskan
terbang karena menjaga kepuasan penumpang; kemudian terjadi
kecelakaan, maka dapat disimpulkan kecelakaan tersebut diawali
kesalahan pilot.

Meskipun demikian perlu juga dianalisis, apakah kesalahan pilot
disebabkan bukti autentik akibat kesalahan instruksi penerbangan
dari petugas menara, kesalahan mesin (regulation error), atau bukti-
bukti dari kotak hitam.

Sesuai dengan UU 24/2004, sejak pencabutan izin usaha oleh BI,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan langsung menjalankan
fungsi penjaminan atas simpanan nasabah, baik nasabah penyimpan
maupun nasabah debitur melalui skim asuransi, dana penyangga,
atau skim lainnya.

Selain itu LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan
wewenang pihak-pihak terafiliasi seperti Dewan Komisaris, Direksi,
dan kuasanya, pejabat atau karyawan; pihak yang memberikan jasa
kepada Tripanca seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum
dan konsultan lainnya; dan pihak yang menurut penilaian Bl turut
serta memengaruhi pengelolaan Bank Tripanca seperti pemegang
saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas,
keluarga direksi, keluarga pengurus, termasuk hak dan wewenang
RUPS membubarkan badan hukum bank Tripanca, membentuk tim
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likuidasi, menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi,"
dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Semua itu perlu kita persepsikan sebagai upaya penyehatan sektor
perbankan dan keuangan di daerah sebagai suatu syarat keharusan
bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Karena muatan
politis akibat kolusi terkesan cukup kental, dalam prosesnya jangan
sampai terjadi intervensi politik pihak luar. Apabila hal tersebut
terjadi, intervensi itu merupakan nila setitik yang dapat merusak
susu sebelanga sehingga mudarat yang ditimbulkan kasus Tripanca
menjadi lebih besar daripada manfaat penuntasan penyelesaian
kasusnya.




